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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak bukanlah sesuatu yang asing lagi ditelinga kalangan umum, 

hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak. Dimana pajak 

bersifat paksaan, sehingga tidak heran jika gambaran yang mengerikan di 

benak masyarakat akan muncul ketika menyebut kata “Pajak”. Sehingga 

bisa dikatakan masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak akan 

terbayang – bayangi oleh tanggungan karena kita harus membagi hasil 

yang kita dapat untuk membayar pajak, apalagi manfaatnya tidak bisa 

langsung dirasakan. 

Menurut ahli  Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum 

berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.8 

Berbeda dengan pengertian pajak menurut Soemitro, dimana dari 

pengertian pajak yang diungkapkan, kemudian dikoreksi mucullah 

pengertian pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

                                                             
8Adriani Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), hal.2 
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kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investmennt.9 

Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, 

dijelaskan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang –Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsungdan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran 

rakyat”10 

2. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki fungsi tersendiri, yang diantaranya : 

a. Fungsi Bugetair 

Fungsi Bugetair yaitu manfaat pokok yang digambarkan oleh jenis 

pajak itu sendiri, dan fungsi regulerend dimana pajak digunakan oleh 

pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.11  Untuk itu 

pemerintah banyak melakukan usaha mengingatkan kepada rakyatnya 

untuk membayar pajak mengingat besarnya manfaat yang diberikan 

oleh pajak dan juga pajak pemasukan terbesar dibandingkan dengan 

sektor lainnya. 

  

                                                             
9 Ibid, hal.2 
10 Juan Kasma, Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa), (Bandung 

: CV. Alfabetha, 2012), hal.15 
11 Ani Sri Rahayu, S.IP, M.AP, Pengantar Kebijakan Fiskal, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2010), hal.40 
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b. Fungsi Regulerend 

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur atau fungsi tambahan, 

yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan oleh pemerintah 

sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, karena fungsi ini sebagai 

pelengkap dari fungsi utama pajak. 

3. Pengelompokan Pajak  

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan 

menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak – pajak 

yan dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola 

oleh Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan Pajak Daerah pajak – pajak yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten 

atau kota.12 

Berikut untuk lebih jelas dalam memahami pengelompokan pajak, 

akan dipaparkan pajak sesuai dengan pengelompokannya sebagai berikut :  

a. Menurut Golongannya 

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua antara lain Pajak 

Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan. Dan Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak 

yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

 

                                                             
12 Kasma, Standard Operating...., hal.17 



19 
 

  

b. Menurut Sifatnya 

Menurut Sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua antara lain Pajak 

Subjektif, Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak.Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak Objektif, yaitu pajak yang 

berpangkat pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

Pajak dipungut oleh pemungut, berdasarkan jenis pajaknya. 

Dimnana lembaga pemungut pajak dapat dibagi menjadi dua antara 

lain yang pertama adalah Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara.Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan ata Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

Bea Materai. Lembaga pemungut Pajak yang kedua adalah Pajak 

Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : Pajak 

Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten Kota, contoh : Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. 
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4. Dasar atau Asas Pemungutan Pajak 

Beberapa dasar – dasar atau asas – asas pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut :13 

a. Asas Sumber 

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada 

adanya sumber penghasilan disuatu negara. Jika suatu negara terdapat 

suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut 

pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal. 

b. Asas Domisili 

Asas domisili disebut juga asas kependudukan (domicile/residence 

principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas 

suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 

badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut 

merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau 

apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. 

c. Asas Nasional 

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas 

kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dengan kata lain 

asas ini adalah asas yang menganut pada cara pemungutan pajak yang 

dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. 

  

                                                             
13 Sutedi,Hukum Pajak....., hal.21-28 
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d. Asas Yuridis Yang Mengemukakan Supaya Pemungutan Pajak 

Didasarkan Pada Undang – Undang 

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu pastilah 

di atur dalam hukum undang – undang seperti halnya pajak. Hukum 

pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan 

keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun unuk warganya. Dasar 

hukum pemungutan pajak tertera dalam Pasal 23 ayat (2) Undang – 

Undang Dasar 1945. Dimana segala pajak untuk kegunaan kas negara 

berdasarkan undang – undang. 

e. Asas Ekonomi Yang Menekankan Supaya Pemungutan Pajak 

Jangan Sampai Menghalangi Produksi Dan Perekonomian 

Rakyat 

Pajak selain mempunyai fungsi budgeter juga berfungsi mengatur, 

yaitu digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, 

sehingga politik pemungutan pajaknya sebagai berikut : 1) 

Diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi 

dan perdagangan; 2) diusahakan supaya jangan menghalang – halangi 

rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai 

merugikan kepentingan umum. 
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f. Asas Keuangan Menekankan Supaya Pengeluaran-Pengeluaran 

Untuk Memungut Pajak Harus Lebih Rendah Dari Jumlah Pajak 

Yang Dipungut 

Sesuai dengan fungsi budgeter dan dalam asas finansial, maka 

biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil 

pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan 

pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran negara. Harus 

pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin 

dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, dan keadaan yang menjadi 

dasar pengenaan pajak. 

Sedangkan menurut Adam Smith, dalam bukunya the Four Maxim’s 

mengemukakan asas – asas yang harus diperhatikan dalam pegenaan pajak 

adalah : Asas Equality, Asas Certainty, Asas Convenaince, Asas 

Effeciency, Asas Ekonomi 

5. Sistem Pemungutan Pajak 

Berkenaan dengan sistem pemungut pajak, terdapat beberapa sistem, 

yakni :14 

a. Self Assesment  

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib 

pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan 

ketentuan undang – undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan 

pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, 

                                                             
14 Sutedi, Hukum Pajak....., hal.30 
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yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk : 1) menghitung sendiri 

pajak yang terutang; 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

3) membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar; dan 4) 

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

Sedangkan syarat – syarat sistem self assesment dapat berhasil 

dengan baik apabila terdapat : adanya kepastian hukum, sederhana 

perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, 

perhitungan pajak dilakukan ole wajib pajak. 

b. Official Assesment  

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu 

aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah 

pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada 

aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak 

sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik 

kalau aparatur perpajakan baik maupun kuantitasnya telah memenuhi 

kebutuhan. 

c. Withholding tax  

Withholding tax adalah sistem yang memberikan wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak terutang oleh 

wajib pajak. Untuk lebih jelasnya adalah penghitungan, pemotongan, 

dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak 

ketiga oleh pemerintah (semi self assesment) 
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6. Pajak Penghasilan (PPh) 

Pengertian 

Pajak Penghasilan adalah (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada 

orang Pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia 

yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan  

dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa 

keuntungan usaha, gaji honorarium, hadiah dan lain sebagainya.15 

a. Pasal 21/26 

 Menurut peraturan Menteri Keuangan 252/PMK.03/2008, yang 

dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasian berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan yang diakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam 

negeri maupun luar negeri. Dimana perusahaan sebagai pemberi kerja 

berperan sebagai pemotong pajak penghasilan karyawan dan kemudian 

berkewajiban menyampaikan pajak yang telah dipotong ke Direktorat 

Jendral Pajak (DJP). Perusahaan wajib membuat bukti potong yang 

kemudian diberikan kepada penerima gaji sebagai bukti pembayaran 

pajak bagi pegawai.16 

  

                                                             
15 Sutedi, Hukum Pajak....,hal. 51 
16 Kasma, Standard Operating...., hal.18 
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Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 (subjek Pajak) 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang 

pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri yang 

menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk 

apa pun dari pemotong PPh Pasal 21, seperti :17 

1) Pegawai 

2) Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, 

tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. 

3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerja, jasa atau kegiatan, antara lain : 

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 

dan aktuaris. 

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang 

film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto 

model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat 

pelukis, dan seniman lainnya. 

c) Olahragawan 

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan 

moderator 

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah 

                                                             
17 Anatasia Diana, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta : CV. Andi Offset,2010),  hal. 

412-413 
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f) Pemberi kerja dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer 

dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 

g) Agen iklan 

h) Pengawas atau pengelola proyek 

i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara  

j) Petugas penjaja barang dagangan 

k) Petugas dinas luar asuransi 

l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 

dan kegiatan sejenis lainnya. 

m) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikut sertaannya dalam suatu kegiatan, 

antara lain : 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara 

lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, 

tekologi, dan perlombaan lainnya; 2) Peserta rapat, konferensi, 

sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja; 3) Peserta atau anggota 

dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan 

tertentu; 4)Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 5) 

Peserta kegiatan lainnya. 
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Objek  PPh Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penhasilan yang 

diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek pajak dalam negeri yang 

meliputi :18 

1) Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan 

bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, 

dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk 

uang lembur. 

2) Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu 

peghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat 

teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya. 

3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

4) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua, dan pembayaran sejenis lainnya. 

5) Imbalan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa 

upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah 

yang dibayarkan secara bulanan. 

                                                             
18 Ibid, hal. 417-418 
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6) Imbalan kepada bukan pegawai, anatar lain berupa honorarium, 

komisis, fee, imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apaun. 

7) Imbalan kepada pesera kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorariu hadiah atau penghargaan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama 

apapun. 

8) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya 

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh : bukan 

wajib pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang 

bersifat final,  atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 

berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)  

Pemotongan PPh Pasal 21 

Pengenaan PPh Pasal 21 bersifat pemotongan. Pemotongan yang 

dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau 

upah yang diterima tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan PPh 

Pasal 21. Pemotong pajak untuk PPh Pasal 21, yang biasa disebut sebagai 

pemotong pajak.19 

Di dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pemotong 

Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan sebagai berikut : 

1) Pemotong Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa 

atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima 

                                                             
19 Supramono dan Theresia woro damayanti, Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan 

Perhitungan, Yogyakarta :  CV. Andi Offset, 2015, hal.79 
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atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib 

dilakukan oleh :20 

a) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

b) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayara lain sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan. 

c) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun 

dan pembayaran lain denga nama apa pun dalam rangka pensiun. 

d) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain 

sebagaia imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 

e) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 

2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan 

pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi – organisasi 

internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak untuk 

setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi 

dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan 

                                                             
20 Sutedi, Hukum Pajak...., hal. 94-96 
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dengan peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan 

tidak Kena Pajak. 

4) Penghasilan pegawai harian, mingguan serta pegawai tidak tetap 

lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah 

dikurangi  bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan 

yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. 

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21 

Empat hal yang menjadi kewajiban pemotong pajak adalah :21 

1) Kewajiban mendaftarkan diri 

a) Setiap pemotong pajak, termasuk organisasi Internasional yang 

tidak dikecualikan pemotong Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri 

ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan 

Pengamatan Potensi Pajak setempat. 

b) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir – formulir yang 

diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya 

kepada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan 

Pengamatan Potensi Pajak setempat. 

2) Kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan 

a) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan 

PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. 

b) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP) ke bank BUMN atau BUMD atau bank lain yang 

                                                             
21Supramono, Perpajakan Indonesia ...., hal.80-82 
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ditunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran, atau PT. Posindo 

selambat – lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. 

c) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun 

nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke 

Kantor Pelayanan Pajak  atau Kantor Penyuluhan Pajak dan 

Pengamatan Potensi Pajak setempat, selambat – lambatnya tanggal 

20 bulan takwim berikutnya. 

d) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh 

Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan 

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang dalam bulan berikutnya 

dalam tahun takwim yang bersangkutan. 

e) Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 

21 baik diminta maupun tidak pada saat melakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai 

tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, 

penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.  

f) Pemotong pajak wajib menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiunan 

bulanan, dengan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur 

Jendral Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim 

berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada 

bagian tahun takwim maka bukti pemotongan tersebut oleh 
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diberikan oleh pemberi kerja selambat – lambatnya 1 (satu) bulan 

setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.  

3) Kewajiban menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang 

a) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, 

pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah 

kewajiban PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan 

penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17. 

b) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan kembali PPh 

Pasal 21 tersebut didasarkan pada kewajiban pajak subyektif yang 

melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai 

tetap yang kewajiban pajak subyektifnya berawal atau berakhir 

dalam satu tahun pajak, dengan penghitungan sebagai berikut : 

(1) Apabila pegawai tetap adalah wajib Pajak dalam negeri dan 

mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan maka 

penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah 

penghasilan yang sebenarnya diterima atau perolehannya 

dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan. 

(2) Apabila pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang 

merupakan pendatang dari luar negeri dan  mulai bekerja di 

Indonesia dalam tahun berjalan maka penghitungan PPh Pasal 

21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya 

diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang 

disetahunkan. 
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(3) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim 

berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia 

untuk selama – lamanya maka pada akhir bulan berhentinya 

pegawai tersebut, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada 

jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh 

dalam bagian tahun pajak yan bersangkutan yang di 

setahunkan. 

c) Apabila jumalah pajak terutang berdasarkan penghitungan kembali 

tersebut lebih besar jumlah pajak yang telah dipotong, 

kekurangannya dipotong dari jumlah pembayaran gaji pegawai 

yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya 

penghitungan kembali. 

d) Apabila jumlah pajak terutang berdasarkan penghitungan kembali 

tersebut lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong maka 

kelebihannya diperjitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji 

untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali. 

4) Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT 

a) Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan 

menyampaikan SPT Tahunan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak 

tempat pemotongan pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak 

dan Pengamatan Potensi Pajak setempat. 

b) Dalam hal pemotongan pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh 

Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. 
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c) Dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh 

orang lain selain pemotong pajak harus dilampiri surat kuasa 

khusus. 

d) Surat pemberitahuan Tahunan Pasal 21 harus disampaikan 

selambat – lambatnya tanggal 31 Maret tahun Takwim berikutnya, 

meskipun tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun 

takwim. 

e) Surat pemberitahuan Tahunan Pasal 21 harus dilampirkan dengan 

lampiran – lampiran yan ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT 

Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan. 

f) Apabila terdapat pegawai kebangsaan asing, SPT Tahunan PPh 

Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin 

kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja atau 

Instansi yang berwenang. 

g) Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk 

memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT. Permohonan 

tersebut diajukan secara tertulis selambat – lambatnya tanggal 31 

Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir 

yang ditentukan oleh DirekturJendral Pajak disertai surat 

pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang 

terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dan bukti 

pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang. 
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h) Apabila jumlah PPh Psaal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang 

dalam suatu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan Pasal 

26 yang telah disetorkan maka kekurangannya harus disetor 

sebelum penyampaiaan SPT Tahunan PPh Pasal 2, selambat – 

lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya. 

i) Apabila jumlah PPh Pasal 21 dan PPH Pasal 26 yang terutang 

dalam suatu tahun takwim lebih kecil daripada PPh Pasal 21 dan 

PPh Pasa 26 yang telah disetor maka kelebihan tersebut 

diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan 

pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, jika masih ada 

sisa kelebihan maka sisa tersebut diperhitungkan untuk bulan – 

bulan lainnya dalam tahun berikutnya. 

Sedangkan penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan 

kepada pemotong pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah 

tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada 

permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. 

Pemotong PPh Pasal 26 

Pemotong PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :22 

1) Pemberi Kerja, uang terdiri dari oarng pribadi ataupun badan, yang 

merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang 

membayar atau terutang gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apapun (misalnya bonus, gratifikasi, 

                                                             
22 Anastasia, Perpajakan Indonesia....,, hal.504-505 
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dan tantiem), sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

2) Bendahara Pemerintah (termasuk bendahara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, instasi atau lembaga – lembaga negara lainnya da 

kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri) yang memebayar 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 

3) Dana Pensiun atau badan lain (misalnya badan penyelenggara 

jaminan sosial Tenaga Kerja) yang membayarkan uang pensiun, 

tunjangan hari tua, dan tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang 

sejenis dengan nama apa pun. 

4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar. 

5) Penyelenggara kegiatan 

Subjek Pajak Pasal 26 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang 

pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak Luar Negean ri menerima atau 

memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apapun dari Pemotong 

PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekwai, teerjaan, jasa, 

kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai 

maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. 

Objek Pajak Pasal 26 
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Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah penghasilan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang 

terutang oleh badan pemerintah, subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di 

Indonesia berupa :23 

1) Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan 

bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, 

dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk 

uang lembur. 

2) Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, , yaitu 

peghasilan bagi pegawai tetap seain penghasilan yang bersifat teratur, 

yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya. 

3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

4) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua, dan pembayaran sejenis lainnya. 

                                                             
23 Ibid., hal. 507-508 
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5) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan. 

6) Imbalan kepada bukan pegawai, anatar lain berupa honorarium, 

komisis, fee, imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

dan imbalan sejenis dengan nama apaun. 

7) Imbalan kepada pesera kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorariu hadiah atau penghargaan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama 

apapun.  

8) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh : bukan wajib 

pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final,  atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 

berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). 

b. Pajak Penghasilan  Pasal 23 (PPh Pasal 23) 

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh No.36 tahun 2008 mengatur 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.24 

                                                             
24 Kasma, Standart Operating...., hal 20 
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Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima 

penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh 

Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 23 terdiri 

dari : 25 

1) Badan pemerintah; 2) Subjek Pajak badan dalam negeri; 3) 

penyelenggara kegiatan; 4) Bentuk Usaha tetap; 5) perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya; dan 6) Orang Pribadi sebagai Wajib 

Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala KPP sebagai 

pemotong PPh Pasal 23, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, 

pejabat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut 

adalah camat, pengacara, dan konsultan , yang melakukan pekerjaan 

bebas dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang 

menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa. 

Subjek Pajak di dalam PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak Dalam 

Negeri dan Wajib Pajak BUT yang melakukan transaksi yang 

menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan jasa tertentu.26 

Objek Pajak di dalam PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang berasal 

dari :27 1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun; 2) Bunga 

termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 3) Royalti; 4) Hadiah, penghargaan, bonus dan 

sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebgaimana 

yang dimaksudkan dalam Pasal 21; 5) Sewa dan Penghasilan lain 

                                                             
25 Supramono, Perpajakan Indonesia...., hal.79 
26 Kasma, Standart Operating....,  hal.20-21 
27 Ibid, hal.21 
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sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/ atau 

bangunan.; dan 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa lain 

yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21. 

Berdasarkan tarif pajaknya PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, 

yaitu Objek pajak yang dikenakan 15% seperti yang dijelaskan 

sebelumnya dan Objek pajak yang dikenakan tarif 2%, seperti berikut 

ini : 28 

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 Ayat 2 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam PPh Pasal 21 

c. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2) 

Pasal 4 ayat 2 undang – undang Pajak Penghasilan menyebutkan 

bahwa :29 

Atas penghasilan deposito, dan tabungan – tabungan lainnya, 

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, 

penghasilan dari pengahlihan harta berupa tanah dan atau bangunan 

serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

                                                             
28 Supramono, Perpajakan Indonesia....,hal.124-125 
29 Kasma,  Standart Operating...., hal.21 
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Subjek Pajak di dalam PPh Pasal 4 ayat 2 adalah penerima 

penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan tabungan, serta 

penghasilan dari transaksi – transaksi saham maupun pengalihan harta 

berupa tanah dan bangunan. Sedangkan yang menjadi objek pajak di 

dalam PPh Pasal 4 ayat 2 diatr di dalam UU PPh No. 36 tahun 2008, 

beberapa diantaranya menyangkut penghasilan dari bunga deposito, 

hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham serta sekuritas 

lainnya, dan lain – lain. Tarif yang dikenakan pun berbeda – beda, 

semuanya sudah diatur di dalam peraturan pemerintahan.30 

Untuk lebih rinci objek Pajak Pasal 4 ayat 2  di jelaskan dalam 

pasal 4 ayat 2 yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 

2008 dikemukakan pajak antara lain :31 1) Penghasilan berupa bunga 

deposito dan tabungan – tabungan lainnya; 2) Penghasilan dari 

transaksi saham-saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; dan 3) 

Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan 

serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan 

peraturan pemerintah.  

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan 

dalam bentuk apapun termasuk depositi berjangka, sertifikat deposito, 

dan deposito on call. Baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing 

yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Objek PPh ini 

adalah bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

                                                             
30 Ibid, hal. 21-22 
31 Kasma,  Standart Operating....,hal. 55 
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Indonesia (SBI) termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari 

deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank 

yang didirikan di indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia.32 

Pengecualian atas bunga deposito / tabunga, diskonto SBI dan jasa 

Giro adalah :33 

1) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dengan 

jumlah deposito dan tabungan serta diskonto SBI tersebut 

melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah 

yang dipecah – pecah. 

2) Bunga dan diskonto diperoleh bank yang didirikan di 

Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

3) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang 

diterima atau diperoleh dari sumber pendapatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UU no.11 

tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 

4) Bunga tabungan yang ditunjuk bank yang ditunjuk 

pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana 

dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah 

sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk 

dihuni sendiri. 

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri  yang seluruh 

penghasilannya ditambah dengan bunga dan atau diskonto tersebut 

                                                             
32 Supramono, Perpajakan Indonesia....,hal.166 
33 Ibid, hal.166 
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tidak mlebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka atas pajak 

yang telah dipotong dapat diajukan permohonan pengembalian 

(restitusi). 

PPh atas bunga deposito, tabungan diskonto SBI dan jasa giro 

bersifat pemotongan dalam arti bahwa bunga yang diperoleh oleh 

Wajib Pajak, sebelum diterimakan kepadanya akan dipotong PPh 

terlebih dahulu. Pihak yang wajib memotong PPh terdiri dari. 

7. Saat Pembayaran dan Pelaporan PPh 

a. Pembayaran Pajak 

Pembayaran adalah kegiatan membayar pajak terutang yang 

dilakukan sendiri oleh Wajib pajak ke kantor pos atau bank yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lain lagi dengan penetoran, 

penyetoran adalah kegiatan membayar pajak oleh pemotong atau 

pemungut pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk. Dasar hukum 

dari pemotongan pajak saat ini adalah Peraturan Mnteri Keuangan 

Nomor 184/ PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tanggal 

Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat 

pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak,34 Penyetoran dan 

Pelaporan, serta Tata Cara Pemungutan dan Penundaan pembayaran 

Pajak. Berikut ini akan disajikan batas waktu pembayaran/penyetoran 

pajak dalam bentuk tabel.35 

                                                             
34 Yustinus Prastowo, et. All., Pintar Menghitung Pajak, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 

2014), hal.52 
35 Ibid,hal.53 
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Tabel 2.1 Masa Jatuh Tempo SPT Masa36 

No. Jenis SPT masa  Batas Waktu 

Penyetoran/Pembayaran 

1. PPh pasal 4 Ayat 2 yang 

dipotong oleh pemotong PPh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 

 

 

 

 

 

 

 

2. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh 

pemotong PPh 

3. PPh Pasal 22 atas penyerahan 

bahan bakar minyak, gas, dan 

plumas kepada penyalur/agen 

atau industri yang dipungut oleh 

Wajib Pajak badan yang 

bergerak dalam bidang produksi 

bahan bakar minya, gas, dan 

pelumas. 

4. PPh Pasal 22 yang 

pemungutannya dilakukan oleh 

Wajib Pajak Badan tertentu 

sebagai pemungut pajak. 

5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh 

pemotong PPh   

6. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh 

pemotong PPh   

7. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh 

pemotong PPh   

8. PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak   

 

 

 

 

Tanggal 15 (lima belas) bulan 

berikutnya setelah masa pajak 

berakhir 

9 PPh Pasal 15 yang harus dibayar 

sendiri 

10. PPh Pasal 25 

11. PPn atau PPN dan PPnBM  yang 

pemungutannya dilakukan oleh 

pemungut PPN selain bendahara 

pemerintah atau instansi 

pemerintah yang ditunjuk. 

12. PPN atau PPN dan PPnBM yang 

terutang dalam satu masa pajak 

Akhir bulan berikutnya, tepatnya 

setelah berakhirnya masa pajak dan 

sebelum SPT masa PPn 

disampaikan. 

13. PPh Pasal 22, PPN, atau PPn dan 

PPnBM atau impor 

Bersamaan dengan saat pembayaran 

bea masuk dan dalam hal bea masuk  

ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 

22, PPN, atau PPn dan PPnBM atau 

impor harus dilunasi pada saat 

penyelesaiaan dokumen 

pemberitahuan pabean impor 

14. PPh Pasal 22, PPN, atau PPn dan 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan 

                                                             
36 Ibid,hal. 53-54 
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PPnBM atau impor yang 

dipungut oleh Direktorat Jendral 

Bea dan Cukai 

pemungutan pajak 

15. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh 

bendahara 

Pada hari yang sama dengan 

pelaksanaan pembayaran atau 

penyerahan barang yang dibiayai 

dari belanja negara atau belanja 

daerah. Dilakukan dengan 

menggunakan surat setoran pajak 

atauu nama rekanan dan 

ditandatangani oleh bendahara. 

16. atau PPn dan PPnBM yang 

pemungutannya dilakukan oleh 

pemungut PPN selain bendahara 

pemerintah atau instansi 

pemerintah yang ditunjuk. 

Tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir 

17. PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak 

dengan kriteria tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (3b) Undang – 

Undang KUP yang melaporkan 

beberapa masa pajak dalam satu 

surat pemberitahuan masa. 

 

Paling lama pada akhir masa pajak 

terakhir 

 

 

 

 

 

18. Pembayaran masa selain PPh 

pasal 25 bagi Wajib pajak 

dengan kriteria tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (3b) Undang – 

Undang KUP yang melaporkan 

beberapa masa pajak dalam satu 

surat pemberitahuan masa 

Sesuai dengan batas waktu untuk 

masing – masing jenis pajak 

Sumber : Buku Pintar Menghitung Pajak 

Tabel 2.2 Masa Jatuh Tempo SPT Tahunan37 

 

Jenis 

Pajak 

Pihak yang 

menyampaikan SPT 

Batas Waktu Pembayaran 

SPT PPh 

Tahunan 

 

Wajib Pajak orang pribadi Sebelum surat pemberitahuan pajak 

penghasilan disampaikan Wajib Pajak badan 

Sumber : Buku Pintar Menghitung Pajak 

Dengan kata lain pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu : a. Dengan membayar sendiri pajak yang terutang 

                                                             
37 Prastowo, Pintar Menghitung Pajak,....hal.55 
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yang meliputi PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29; b. Melalui pemotongan 

atau pemungutan pihak lain yang meliputi PPh Pasal 4 Ayat (2) , PPh 

15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26; c. Melalui 

pembayaran pajak luar negeri yaitu PPh Pasal 24; d. Pemungutan PPn 

oleh pihak penjual atau oleh ihak yang ditunjuk pemerintah.38 

b. Pelaporan Pajak 

Pelaporan adalah penyampaiaan hasil penghitungan dan 

pembayaran/penyetoran ke kantor Pajak menggunakan 

suratpemberitahuan yang telah ditentukan. Namun, ada sedikit 

pengecualian terkait pelaporan ini. Berdasarkan UU KUP yang baru, 

Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan 

PPh Pasal 21, ketentuan ini berlaku untuk tahun pajak 2009. Perlu 

dipahami juga bahwa pelaporan juga memiliki jangka waktu, sama 

seperti pembayaran. Menteri Keuangan telah mengatur jangka waktu 

pelaporan SPT sebagai berikut :39 

Tabel 2.3 Batas Waktu Pelaporan SPT masa dan Tahunan 

No. Jenis SPT Masa 

dan Tahunan 

Batas Waktu 

Penyampaian SPT Terakhir 

A.  SPT Masa 

1. PPh pasal 4 Ayat 2 yang dipotong 

oleh pemotong PPh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh 

pemotong PPh 

3. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan 

bakar minyak, gas, dan plumas kepada 

penyalur/agen atau industri yang 

dipungut oleh Wajib Pajak badan yang 

bergerak dalam bidang produksi bahan 

                                                             
38 Supramono, “Perpajakan Indonesia ...., hal.28 
39 Prastowo, Pintar Menghitung Pajak,....hal.61-62 
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bakar minya, gas, dan pelumas.  

 

 

 

 

 

 

 

20 (Dua Puluh) hari setelah 

masa pajak berakhir. 

4. PPh Pasal 22 yang pemungutannya 

dilakukan oleh Wajib Pajak Badan 

tertentu sebagai pemungut pajak. 

5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh 

pemotong PPh   

6.. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh 

pemotong PPh   

7. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh 

pemotong PPh   

8. PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak   

9 PPh Pasal 15 yang harus dibayar 

sendiri 

10. PPh Pasal 25 

11. PPn atau PPN dan PPnBM  yang 

pemungutannya dilakukan oleh 

pemungut PPN selain bendahara 

pemerintah atau instansi pemerintah 

yang ditunjuk. 

12. PPN atau PPN dan PPnBM yang 

terutang dalam satu masa pajak 

Akhir bulan berikutnya setelah 

berakhirnya masa pajak 

13. PPh Pasal 22, PPN, atau PPn dan 

PPnBM atau impor 

- 

14. PPh Pasal 22, PPN, atau PPn dan 

PPnBM atau impor yang dipungut 

oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

Secara mingguan paling lama 

pada hari kerja terakhir 

minggu berikutnya. 

15. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh 

bendahara 

 

 

14 (empat belas) hari setelah 

masa pajak berakhir 
16. atau PPn dan PPnBM yang 

pemungutannya dilakukan oleh 

pemungut PPN selain bendahara 

pemerintah atau instansi pemerintah 

yang ditunjuk. 

17. PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan 

kriteria tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3 ayat (3b) 

Undang – Undang KUP yang 

melaporkan beberapa masa pajak 

dalam satu surat pemberitahuan masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (dua puluh) hari setelah 

berakhirnya masa paak 

terkahir. 

18. Pembayaran masa selain PPh pasal 25 

bagi Wajib pajak dengan kriteria 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (3b) Undang – Undang 

KUP yang melaporkan beberapa masa 

pajak dalam satu surat pemberitahuan 

masa 

B. SPT Tahunan  

 SPT PPh Tahunan 

 

 

3 (tiga) bulan setelah akhir 
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(dikumpulkan oleh Wajib Pajak orang 

pribadi) 

tahun pajak 

 SPT PPH Tahunan 

 

(disampaikan oleh Wajib Pajak badan) 

  

4 (empat) bulan setelah akhir 

tahun pajak 

Sumber : Buku Pintar Menghitung Pajak 

8. Menghitung Pajak Penghasilan 

Jika kita perhatikan dengan lebih seksama, secra umum 

penghitungan PPh dilakukan dengan cara berikut ini : 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇 ×  𝑷𝒆𝒏𝒈𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒏𝒂 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 

Dimana Tarif adalah besaran angka yang digunakan untuk menghitung 

jumlah pajak yang harus dibayar. Besar tarif ditentukan oleh pemerintah 

dan wakil rakyat di parlemen. Berikut ini akan diberikan tabel tarif PPh 

bagi orang pribadi sesuai pasal 17 UU PPh. 40 

Tabel 2.4 Tarif Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai Dengan Rp50.000.000,00 5% (Lima Persen) 

Di atas Rp50.000.000,00 s.d 

Rp250.000.000,00 

15% (Lima Belas Persen) 

Di atas Rp250.000.000,00 s.d 

Rp500.000.000,00 

25% (Dua Puluh Lima Persen) 

Di atas Rp500.000.000,00 30% (Tiga Puluh Persen) 

Sumber : Buku Pintar Menghitung Pajak 

Selain tarif di atas, juga terdapat perbedaan tarif antara orang pribadi 

dengan badan dalam negeri. Tarif wajib pajak badan dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (Dua Puluh delapan Persen). Kita 

juga perlu memahami hal – hal lain yang terdapat dalam pasal 17 UU PPh, 

Berikut ini ketentuan yang harus diperhatikan, sesuai dengan pasal 17 UU 

PPh. 

                                                             
40 Prastowo, Pintar Menghitung Pajak,....hal.26 
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a. Tarif tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi dapat diturunkan 

hingga mencapai 25% (dua puluh lima persen). Ketentuan ini nantinya 

akan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. 

b. Tarif wajib pajak badan dalam egeri menjadi 25% (dua puluh lima 

persen) dan hal ini mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 

c. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka 

dan minimal 40% (empat puluh persen) sahamnya diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia, dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 

persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku. Artinya, jika 

sekarang tarif yang berlaku adalah 28% (dua puluh delapan persen), 

untuk wajib pajak masuk bursa yang memenuhi ketentuan, tarifnya 

bisa mendapat “diskon” dan hanya membayar sebesar 23% (dua puluh 

tiga persen).41 

Kemudian untuk mekanisme penghitungan pajak diatur oleh undang –

undang. Lebih rinci lagi, mekanisme penghitungan pajak diatur dalam 

pasal 16 dan pasal 28 UU PPh. Pasal 16 mengatur cara mendapatkan 

penghasilan kena pajak, sedangkan pasal 28 mengatur cara menghitung 

pajak yang masih harus dibayar di akhir tahun. Mekanisme penghitungan 

pajak diuraikan pada tabel berikut ini :42 

Tabel 2.5  Mekanisme Penghitungan Pajak 

No. Wajib Pajak Langkah Penghitungan 

1. Orang pribadi 

yang tidak 

menjalankan 

1. Menghitung seluruh penghasilan yang diterima atau 

dieroleh selama setahun berdasarkan bukti potong 

yang diterima dari luar negeri juga termasuk yang 

                                                             
41 Prastowo, Pintar Menghitung Pajak,....hal..27 
42 Ibid, hal.27-28 
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usaha atau 

pekerjaan 

bebas. 

harus dihitung. Jumlah seluruh penghasilan disebut 

penghasilan netto. 

2. Penghasilan netto yang diperoleh dikurangi dengan 

PTKP (penghasilan Tidak Kena Pajaka) sehinggga 

diperoleh besaran penghasilan kena pajak. Adapun 

besar PTKP adalah sebagai berikut : 

a. Bagi diri wajib pajak Rp15.840.000,00 

b. Wajib pajak kawin Rp1.320.000,00 

c. Tanggungan (maksimal 3 orang) 

Rp1.320.000,00 

3. Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan besaran penghasilan kena pajak. 

4. Pajak yang masih harus dibayar (PPh pasal 29) 

diperoleh dengan mengurangkan pajak terutang 

dengan PPh pasal 25 dan PPh yang 

dipotong/dipungut pihak lain. 

2. Orang pribadi 

yang 

menjalankan 

usaha atau 

pekerjaan bebas 

dan tidak 

menyelenggara

kan pembukuan 

1. Wajib pajak menentukan jumlah besaran peredaran 

usaha berdasarkan pencatatan selama satu tahun. 

2. Setelah diketahui besaran peredaran usaha lalu 

menghitung jumlah penghasilan netto atas usaha 

atau pekerjaan bebas. Perhitungan dilakukan 

dengan cara mengalikan tarif norma dengan jumlah 

peredaran usaha selama satu tahun. 

3. Penghasilan netto yang diperoleh dikurangi dengan 

PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. 

4. Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan penghasilan kena pajak. 

5. Pajak yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) 

diperoleh dari pajak terutang dikurangi PPh pasal 

25 dan PPh yang dipotong/dipungut pihak lain. 

3. Orang pribadi 

yang 

menjalankan 

usaha atau 

pekerjaan bebas 

dan 

menyelenggara

kan pembukuan 

1. Wajib pajak menentukan besaran penghasilan 

berdasarkan pembukuan selama satu tahun. 

2. Menghitung besaran penghasilan  netto atas 

usahaatau pekerjaan bebas. Penghasilan netto 

didapatkan dari hasil pengurangan penghasilan yang 

merupakan objek pajak dengan pengurang/biaya 

yang diperbolehkan secara fiskal. 

3. Penghasilan netto yang diperoleh lalu dikurangi 

dengan PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena 

pajak. 

  1. Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan penghasilan kena pajak. 

2. Pajak yang harus dibayar (PPh pasal 29) diperoleh 

dari jumlah pajak terutang dikurangi PPh pasal 25 

dan PPh yang dipotong/dipungut pihak lain. 

4. Badan dalam 

negeri 

1. Wajib pajak menentukan besaran penghasilan 

berdasarkan pembukuan selama satu tahun, 

2. Menghitung besaran penghasilan netto dengan cara 

melakukan pegurangan dari penghasilan yang 

merupakan objek pajak dengan pengurangan/ biaya 
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yang diperbolehkan secara fiskal. 

3. Mengetahui jumlah pajak terutang dihitung dengan 

cara mengalihkan tarif dengan penghasilan kena 

pajak. 

4. Mengetahui besaran pajak yang masih harus dibayar 

(PPh pasal 29) diperoleh dari pajak terutang 

dikurangi PPh pasal 25 dan PPh yang 

dipotong/dipungut pihak lain. 

5. Bentuk usaha 

tetap (BUT) 

1. Wajib pajak menentukan besaran penghasilan 

berdasarkan pembukuan selama satu tahun. 

2. Menghitung besaran penghasilan netto dengan 

cara melakukan pengurangan penghasilan yang 

merupakan objek pajak dengan pengurangan / 

biaya yang diperbolehkan secara fiskal. 

3. Mengetahui jumlah pajak terutang dengan 

mengalihkan tarif dengan penghasilan kena pajak. 

4. Pajak yang masih harus dibayar (PPh pasal 29) 

diperoleh dari pajak terutang dikurangi PPh pasal 

25 dan PPh yang dipotong/dipungut pihak lain. 

  Catatan : 

Berhubung BUT memeiliki sifat yang spesifik maka 

BUT harus memperhatikan ketentuan pasal 5 UU PPh 

brikut ini. 

1. Pengelolaan BUT harus memperhatikan 

penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan 

barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang 

sejenis dengan yang dijaankan atau yang 

dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. 

2. Pengelola harus senantiasa memperhatikan 

penghasilan, sebagaimana tersebut dalam pasal 26, 

yang diterima atau diperoleh kantor pusat. 

Perhatian ini diberikan sepanjang terdapat 

hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan 

harta atau kegiatan yang memberikan peghasilan 

yang dimaksud. 

3. Pengelolaan harus memperhatikan penentuan 

jumlah laba suatu bentuk usaha tetap. 

a. Biaya adminisrasi kantor pusat yang 

diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya 

yang berkaitan dengan uasaha atau kegiatan 

dari bentuk usaha tetap, yang besarnya 

ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. 

b. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak 

boleh dibebankan sebagai biaya adalah 

sebagai berikut : 

1.) Royalti atau imbalan lainnya yang 

berhubungan dengan penggunaan harta, 

paten, atau hak – hak lainnya. 

2.) Imbalan sehubungan dengan jasa 

manajemen dan jasa lainnya. 
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3.) Bunga, kecuali bunga yang berkenaan 

dengan usaha perbankan. 

Pembayaran, sebagaimana tersebut pada huruf b, 

yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak 

dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang 

berkenaan dengan usaha perbankan. 

 

Sumber : Buku Pintar Menghitung Pajak43 

B. Hakikat Sistem Withholding Tax 

Awalnya ide pemungutan pajak dengan cara Withholding pertama 

kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1943 untuk 

mempercepat pengumpulan pajak selama perang Dunia Ke-II kemudian 

dengan cepat diadopsi oleh negara – negara lainnya. Dan Indonesia 

termasuk salah satu negara yang mengadopsi withholding tax system ini.44 

Withholding Tax adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak 

tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang – 

undang perpajakan untuk memotong dan memungut suatu prosentasi 

tertentu terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya 

dengan penerima penghasilan, yakni Wajib Pajak. Dimana jumlah pajak 

yang dipotong diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu, 

jumlah pajak tersebut dapat menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Sehingga yang berperan utama/aktif dalam withholding tax 

adalah pihak ketiga : bukan fiskus, dan bukan pula Wajib Pajak.45 

Withholding income tax merupakan pelaksanaan pemotongan dan 

pemungutan Pajak Penghasilan yang dibayar dalam tahun berjalan, hal ini 

                                                             
43 Prastowo, Pintar Menghitung Pajak,....hal.27-30 
44 Raissa Rachmayanti, Mengkritisi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan 

Konsepsi Withholding Income Tax dan International Best Practice, (Depok:Skripsi tidak 

diterbitkan,2008), hal.50 
45 Ibid, hal.50-52 
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diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU 

PPh) sebagai berikut :46 

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam satu tahun pajak 

dilunasi oleh  Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui 

pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta 

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. 

 

Dimana dalam sistem Withholding Tax di Indonesia yang saat ini berlaku 

adalah pada mekanisme pemotongan/pemungut Pajak Penghasilan (PPh), 

antara lain : PPh Pasal 21,PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh 

Pasal 4 ayat (2) dan juga PPh Pasal 15. 

Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam Withholding Tax 

mempuyai dua tipe yakni provisional dan final. Berikut penjelasannya : 

1. Provisional (Bersifat Sementara) 

Adalah Withholding Tax yang kredit pajaknya dapat 

diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak 

penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan.47 

Misalnya : 

 Withholding Tax atas pembayaran dividen sebesar 15% . Pajak 

yang dipotong sebesar 15% ini yang disebut sebagai kredit pajak 

dapat diperhitungkan atau dapat dikreditkan dengan pajak 

penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima 

atau diperoleh pada tahun itu. 

 

                                                             
46 Rachmayanti, Mengkritisi...., hal.52 
47 Nurmantu, Safri, “Pengantar Perpajakan; Edisi 3” Jakarta : Granit, 2005, hal.107 
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2. Final 

Maksudnya adalah Withholding Tax yang kredit pajaknya tidak 

lagi diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang atas 

seluruh penghasilan. Tentu saja penghasilan yang dikenakan pajak 

yang bersifat final tersebut tidak lagi dijumlahkan dengan 

penghasilan lain yang tidak bersifat final.48 

Contohnya : 

Di Indonesia adalah pajak penghasilan terhadap penjualan tanah 

dan atau bangunan. Besarnya tarif pajak adalah 5% dari harga jual. 

Jika sesorang Wajib Pajak menjual rumah dan atau tanahnya 

seharga Rp. 500.000.000,- . maka PPh Final yang terutang adalah 

5% x Rp. 500.000.000,- = Rp. 250.000.000,- kredit pajak ini tidak 

lagi dikreditkan terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun. 

R. Mansury mengungkapkan  manfaat dan mudharat sistem 

Withholding Tax. Untuk manfaatnya antara lain :49 

1. It can be used to imrove voluntary compliance because the payer 

must report the income on which the tax has been withheld other 

wise, he will be identify by the payer’s report. 

2. The tax due is authomatically collected from under reporters and 

non filers; 

                                                             
48 Nurmantu,“Pengantar Perpajakan...., hal.107 
49 Ibid, hal.112  
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3. This method promotes tax equity, because even if the payer under 

reports his income or dose not file a tax return, he has already 

paid the tax he owes. 

4. It mitigate or eliminates collection problems form the tax 

department; and 

5. It is a convinient way for the taxpayer to pay his tax. 

Sedangkan mudharatnya antara lain :50 

i. That it could create hardship to certain taxpayers because of over-

withholding effect 

ii. And it will bring costs to collection agents who must administer the 

tax payers. 

C. Hakikat Perbankan Syariah 

1.  Pengertian Perbankan Syariah  

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai 

Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. 

Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan 

dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada 

awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom 

dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi 

desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa 

                                                             
50 Ibid, hal.112 
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transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan 

prinsip-prinsip syariah Islam.51 

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan 

syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah 

dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian 

berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan 

lainnya sesusai dengan hukum Islam.52 

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit 

usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam 

pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 

pembiayaan rakyat syariah.  

Dan pada pasal 1 ayat 10 UU No.21/2008 dijelaskan Unit Usaha 

Syariah adalah  adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum 

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau 

unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, 

                                                             
51 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005), hal. 

15 
52 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1 



57 
 

  

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di 

luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu 

syariah dan/atau unit syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama 

dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip 

syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah 

Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima 

konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat 

ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan 

lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. 

Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) 

margin keuntungan, (4) sewa, dan (5) jasa (fee).53 

Pada sistem operasional bank syariah yang berlandaskan pada 

kelima prinsip syariah di atas, secara umum produk bank syariah 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  

a. Produk Pendanaan, meliputi: pendanaan dengan prinsip wadi’ah 

(giro wadi’ah dan tabungan wadi’ah), pendanaan dengan prinsip 

qardh, pendanaan dengan prinsip mudharabah (tabungan 

mudharabah, deposito/investasi umum (tidak terikat), 

                                                             
53 Ibid., hal. 86 
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deposito/investasi khusus (terikat) dan sukuk al-mudharabah), dan 

pendanaan dengan prinsip ijarah (sukuk al-ijarah).  

b. Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual 

beli (murabahah, salam, dan istishna’), pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan pembiayaan 

dengan prinsip sewa (ijarah dan IMBT).  

c. Produk Jasa Perbankan, meliputi: jasa keuangan, antara lain qardh 

(dana talangan), hiwalah (anjak piutang), wakalah (L/C, transfer, 

inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), sharf (jual beli valuta 

asing), rahn (gadai), ujr/wakalah (payroll), kafalah (bank garansi), 

jasa nonkeuangan yaitu wadiah yad amanah/ujr (safe deposit box), 

jasa keagenan yaitu mudharabah muqayyadah (investasi terikat 

(channeling)), jasa kegiatan sosial yaitu qardhul hasan (pinjaman 

sosial).54 

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah  

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan 

yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua 

aspek, yaitu hukum normatif dan hukum positif.  

a. Hukum Normatif  

Hukum normatif yaitu sumber-sumber hukum yang menjadi 

landasan norma dari aktivitas keyakinan “individu” dalam 

menjalankan agamanya. Individu yang dimaksud di sini dapat 

                                                             
54 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 

hal. 112-129   
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berarti personal (pribadi orang per- orang) atau institusional 

(lembaga). Dikarenakan dalam hal ini adalah perbankan , berarti 

yang dimaksud hukum normatif di sini adalah yang berlaku bagi 

institusional bank.  

Hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan 

brand “syariah”. Konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap 

bank maupun unit usaha yang menggunakan syariah, maka prinsip 

operasional yang dikembangkan harus merujuk pada norma-norma 

syariah (Islam).  

Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi 

perbankan syariah adalah: 1) Sumber hukum Islam yaitu Al-

Qur’an, Sunnah, dan Fiqh. 2) Fatwa-fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).  

Penggunaan sumber hukum normatif dalam perbankan syariah 

merupakan bagian fundamental tanggungjawab yuridis, 

akuntabilitas dan validitas hukum perikatan (akad) yang 

dipraktekkan di bank syariah yang bersifat institusional tidak 

berbeda dengan hukum perikatan yang dilakukan oleh individual 

(mukallaf/muslim). Oleh karenanya fatwa-fatwa DSN-MUI 

menjadi hal yang sangat operasional dalam mencipta-kan 

perbedaan sistem antara yang syariah dan konvensional.  
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b. Hukum Positif  

Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada 

undang-undang tentang perbankan, undang-undang Bank 

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum 

lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif. Terdapat 

tiga undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan 

syariah di Indonesia, yaitu: 1) Undang Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan; 2) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang 

Perbankan; dan 3) Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah.  

Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di 

atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU 

No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 

1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat 

peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), 

Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).55  

  

                                                             
55 Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 

85-94 
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D. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari yang bertujuan untuk 

menganalisis proses pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 (studi kasus: 

PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II. Metode yang digunakan adalah 

Studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem 

perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding Pasal 23 

tersebut, pihak PT. (Persero) pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung 

prioktelah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat 

permasalahan yang masih terjadi, seperti : keslahan dalam menghitung, 

kaesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh pasal 23, dan 

Kesalahan pada Penggunaan Kode Jenis Setoran (KJS). 56 

Nelwan, dalam kajiannya memiliki tujuan yakni untuk 

menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 

pada Bank Prisma Dana Manado. Metode yang digunakan analisis 

deskriptif, dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung 

pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian yang 

dilakukan, Bank Prisma Dana telah melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana 

sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 

                                                             
56 Rizky Wulandari, Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi 

Kasus: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok), Universitas Gunadarma, 

dalam https://www.google.com/search?q=skripsi+pemotongan+ PPh+23&ie=utf-8&oe=utf-8, 

diakses pada tanggal 23 Desember 2015, 8:12 

https://www.google.com/search?q=skripsi+pemotongan+%20PPh+23&ie=utf-8&oe=utf-8
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Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, 

Bank Prisma Dana harus terus mengikuti perkembangan peraturan 

perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses 

perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.57 

Kemudian penelitian  yang dilakukan oleh Senli et, all pada tahun 

2013 yang bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pajak Dengan 

Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. Metode yang digunakan 

adalah analisis deskriptif, dimana dilakukan pengamatan dan wawancara 

secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil 

penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada 

saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak 

terdapat kesalahan .58 

Penelitian Syazwana, menganalisis Perhitungan, Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap 

Pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama 

Usu Medan. Metode yang Digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan 

                                                             
57  Tirsa S.W Nelwan,  Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 

Pada Bank Prisma Dana Manado,  (Manado : Universitas Manado, 2015),  dalam http://www.e-

jurnal.com/search?q=PPh, diakses pada tanggal 10 Maret 2016, 6:06 
58 Senli, dan Siti Khairani, Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System 

Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang, 

(Palembang : Universitas STIE MDP, 2014), dalam https://www.google.com/search?q=jurnal+ 

withholding+tax&ie=utf-8&oe=utf-8, diakses tanggal 23 Desember 2015, 8:13 

http://www.e-jurnal.com/search?q=PPh
http://www.e-jurnal.com/search?q=PPh
https://www.google.com/search?q=jurnal+%20withholding+tax&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=jurnal+%20withholding+tax&ie=utf-8&oe=utf-8
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data sekunder, , sedangkan metode analisisnya menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian mennjukkan 

bahwaPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam melakukan 

perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai 

dengan ketentuan – ketentuan UU No. 36 tahun 2008 dan KUP No. 28 

tahun 2007 tentang penyetoran dan pelaporannya. Dimana perusahaan 

sebagai pemberi kerja menanggung pajak penghasilan atas karyawan tetap 

melalui pemberian tunjangan pajak setiap bulannya.59 

Selanjutnya kajian Andini, et. All. Yang bertujuan untuk 

mengetahui penerapan tax review atas PPh Badan dan Withholding tax 

sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada hotel X 

tahun pajak 2012. Teknik analisis data dalam kajian ini adalah dengan 

menggunakan teknik deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan 

hasil perhitungan PPh Badan dan Withholding tax Tahun Pajak 2012 

menurut perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan perpajakan. 

Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel X melakukan 

kesalahan dalam menghitung PPh Badan yang terutang sedangkan untuk 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan withholding tax telah sesuai 

dengan ketentuan pajak.60 

                                                             
59 Kartika Syazwana, Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK 

Kantor Cabang Utama USU Medan, (Medan : Politeknik Negeri Medan, 2014), dalam  

https://www.google.com/search?q=Skripsi+Withholding+tax+pada+bank&ie=utf-8&oe=utf-8, 

diakses tanggal 23 Desember 2015, 8:12 
60 Luh Gita Andini A. P. Dan I Kadek Sumadi.,Analisis Penerapan Tax Review Atas 

Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax Pada Hotel X, (Bali : Universitas Udayana, 2014), 

dalam https://www.google.com/search?q=jurnal+analisis+withholding+tax+PPh+pada+lembaga+ 

keuangan&ie=utf-8&oe=utf-8, diakses pada tanggal 17 Februari 2016, 19:47 

https://www.google.com/search?q=Skripsi+Withholding+tax+pada+bank&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=jurnal+analisis+withholding+tax+PPh+pada+lembaga
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokoagow, tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan bunga 

serta pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan 

tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data 

diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan 

perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan 

nasabah PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah sesuai dengan 

Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya Pimpinan PT. 

Bank Sulut Cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya 

pada bank.61 

Selanjutnya studi Suminar, yang bertujuan untuk menganalisis atas 

penerapan withholding tax system dan pencatatan akuntansi untuk pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Inti (persero) bandung. Dimana 

kajian menggunakan metode deskripsi, sehingga dapat diperoleh hasil 

bahwa penerapan withholding tax system PPh Pasal 23 sudah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan dan pada 

pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 dilakukan koreksi sebelum melakukan 

penginputan ke sistem pencatatan secara komputerisasi dimana akuntansi 

sebelumnya dilakukan secara manual.sedangkan hambatan yang sering 

                                                             
61 Wita Wardani Mokoagow,  Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga 

Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu,(Manado : 

Universitas Sam Ratulangi, 2015), dalam http://www.e-jurnal.com/search?q=PPh, diakses pada 

tanggal 10 Maret 2016, 6:13 

http://www.e-jurnal.com/search?q=PPh
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terjadi adalah seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan, kesalahan 

dalam menulis jumlah nominal, serta kesalahan dalam pencatatan pada 

saat melakuan pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 

23, namun sudah dilakukan antisipasi dalam masalah yang dihadapi 

perusahaan.62 

Pada kajian Dalughu, yang bertujuan untuk menganalisis 

perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT.BPR 

Primaesa Sejahtera Manado apakah telah sesuai dengan Undang – Undang 

Perpajakan No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dimana kajian 

ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik Wawancara dan Dokumentasi. 

Sehingga dapat diketahui bahwa Perhitungan dan Pemotongan Pasal 21 

yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah 

sesuai dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan.63 

Homenta, dalam studinya memiliki tujuan untuk mengetahui 

apakah proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan PPh 

Pasal 21 tahun 2014 yang dilakukan CV. Multi Karya Utama telah sesuai 

dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Jenis 

                                                             
62 Elisa Lora Suminar, Analisis Atas Penerapan Withholding tax System dan Pencatatan 

Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Inti (Persero) Bandung, (Bandung : 

Universitas Komputer Indonesia, 2010), dalam https://www.google.com/search?q=Jurnal+ 

Withholding+tax+ pada+jasa&ie=utf-8&oe=utf-8 , di akses tanggal 17 Februari 2016, 19:37 
63 Meyliza Dalughu, Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada 

Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado, (Manado : Universitas Samratulangi : 2015 

dalam https://www.google.com/search?q=jurnal+analisis+perhitungan+dan+pemotongan+PPh+ 

pada+bank&ie=utf-8&oe=utf-8, diakses pada tanggal 27 Februari 2016, 20:36 

https://www.google.com/search?q=Jurnal+%20Withholding+tax+%20pada+jasa&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=Jurnal+%20Withholding+tax+%20pada+jasa&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=jurnal+analisis+perhitungan+dan+pemotongan+PPh+%20pada+bank&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=jurnal+analisis+perhitungan+dan+pemotongan+PPh+%20pada+bank&ie=utf-8&oe=utf-8
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penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan daftar 

gaji karyawan, SPT masa tahun 2014, dan Akta Pendirian Perusahaan 

(data sekunder), serta wawancara dengan manager bagian administrasi dan 

keuangan (data primer). Hasil penelitian diperoleh bahwa CV. Multi 

Karya Utama dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 yang 

dipotong pada para karyawan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan. Sebaiknya PPh Pasal 21 CV. Multi Karya 

Utama dapat ditanggung oleh perusahaan dan dalam perhitungannya 

diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik 

sehingga dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.64 

Penelitian Sadjiarto selanjutnya bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat variasi cara penghitungan dan penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 21/26 di perusahaan besar dan memiliki kecenderungan 

untuk lebih patuh. Metode penelitian yang dipakai adalah studi kasus 

tunggal pada PT X, sebuah perusahaan manufaktur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa di tahun 2006 ada perbedaan penghitungan dan 

penyetoran PPh Pasal 21/26 antara yang dilakukan PT X dengan yang 

diatur oleh peraturan perpajakan, khususnya untuk pegawai tetap dan tidak 

tetap (harian). Variasi cara penghitungan dilakukan pada pegawai tetap 

karena adanya penghitungan ulang saat penyusunan SPT PPh Pasal 21 

                                                             
64 Herduard R. Homenta, Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada cv. Multi Karya Utama,(Manado : Universitas Sam Ratulangi 

Manado, 2015), dalam http://www.e-jurnal.com/search?q=PPh, diakses pada tanggal 10 Maret 

2015, 7:13 

http://www.e-jurnal.com/search?q=PPh


67 
 

  

Tahunan dan pada pegawai harian karena penyederhaan cara penghitungan 

PPh 21/26 yang dianggap relatif rumit.65 

Dari Sepuluh penelitian terdahulu dengan penjelasan dan 

perbedaan yang telah dijelakan dalam tabel, sehingga dapat melengkapi 

dan menjadi landasan penelitian. Dimana peneliti mengambil judul 

“Implementasi Sistem Withholding Tax Terhadap Pajak Penghasilan 

Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Studi Multi Situs 

Peran Perbankan Syariah di Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri)” 

E. Paradigma Penelitian 

Berdasarkan UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 

negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara 

yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan 

pajak,serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 

Sedangkan di Indonesia sumber pendapatan yang diperoleh Negara 

untuk memenuhi APBN banyak sekali macamnya, seperti sumber yang 

berasal dari : Pajak,  SDA migas dan non migas, PNBP, Bagian laba 

BUMN, Pendapatan BU, Kepabeaan dan Cukai, dan juga Penerimaan 

Hibah. Dari berbagai macam sumber pendapatan tersebut untuk memenuhi 

APBN, Pajak merupakan penyumbang terbesar diantara sumber 

                                                             
65 Arja Sadjiarto,Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, 

(Surabaya : Universitas Kristen Petra Surabaya Indonesia, 2007), Jurnal Akuntansi dalam 

https://www.google.com/search?q=Jurnal+Withholding+tax+pada+jasa&ie=utf-8&oe=utf-8,, pada 

tanggal 26 Februari 2016, 8:06 

https://www.google.com/search?q=Jurnal+Withholding+tax+pada+jasa&ie=utf-8&oe=utf-8
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pendapatan Negara yang lain. Untuk memperjelas dan juga menguatkan 

penjelasannya hal tersebut dapat dilihat pada gambaran berikut ini :66 

Dalam pengertian pajak, menurut Adriani adalah iuran masyarakat 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) 

dengan tidak mendapat prestasi kembaliyang langsung dapat ditunjuk dan 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum 

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.67 

Pajak memiliki banyak macam, salah satunya adalah pajak 

penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada 

obyek pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan 

terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di 

Indonesia salah satunya PPh Pasal 21 yang merupakan PPh yang 

dikeluarkan atas penghasilan berupa gaji, upah, dan honorarium. Bank 

Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan 

yang tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak, yang meliputi pajak 

penghasilan. Begitu juga dengan Bank Umum syariah yang berada Di 

Tulungagung dan Unit Usaha Syariah di Kota Kediri, antara lain : Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank Jatim Cabang 

Syariah Kediri. 

                                                             
66 Dikutip dari www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015#, pada tanggal 15 November 2015, 

22:07 

67 Adrian Sutedi, Hukum Pajak, ....,hal.2 

http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015
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Selain Pajak Penghasilan (PPh) 21 ada pula Pajak Penghasilan 

(PPh) 23 yang membahas mengenai modal, penyerahan jasa atau 

penyelenggaraankegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21, dan kemudian ada Pajak Penghasilan 26 dimana pasal ini 

membahas mengenai wajib pajak orang pribadi  Subjek pajak Luar Negeri. 

Dimana pajak – pajak tersebut pastinya berhubungan dengan sistem 

withholding tax. 

Dimana Withholding tax system adalah sistem yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak terutang 

oleh wajib pajak. Dimana di dalam Undang Undang juga telah dijelaskan 

bahwa pihak ketiga adalah yag berbadan hukum. Salah satunya adalah 

perbankan memiliki peran sebagai pemotong dan juga pemungut PPh, 

karena perbankan syariah terindikasi sebagai badan usaha yang dapat 

melakukan pemotongan serta pemungutan seperti yang dijelaskan dalam 

peraturan PPh dalam UU No. 36 Tahun 2008. 

Bank Syariah merupakan  salah satu lembaga yang beradab hukum, 

yang dapat melakukan sistem Withholding Tax, seperti Bank Muamalat, 

dan Bank Jatim Syariah, yang nantinya akan menjadi objek penelitian oleh 

peneliti. Dimana peran perbankan syariah tersebut dalam melakukan 

sistem withholding tax terhadap Pajak Penghasilan yang ada di Bank 

Umum Syariah sebagai pihak ketiga melalui perantara bendaharawan 

perusahaan, sehingga nantinya dapat menjawab permasalahan yang 
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muncul dalam penelitian ini. Berikut ini akan digambarkan mengenai 

paradigma penelitian, sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

Pembangunan 

Nasional

APBN

(Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara)
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Sumber : Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 


